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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana kerja Tahun
2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana
Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana Rencana Kerja (RENJA)
merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun dan merupakan
penjabaran per tahun dari RPJMD vyang berkesinambungan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat
memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2025.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang
No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan
aturan penyusunannya secara rinci acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja
tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang
berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini
kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan

melimpahkan rahmat-Nya, kepada kita semua.Amin
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1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan
strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat
Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja
Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

Persiapan penyusunan;

penyusunan rancangan awal;

penyusunan rancangan

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerabh;
perumusan rancangan akhir;dan

penetapan.
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Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun



sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangakat Daerah
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur
penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus
selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh
pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan

Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan

pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011
tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah;



19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun
2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun
2005 — 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021
Nomor 4)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto tahun 2021 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021-2026

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto.

Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/ 21/416-
050/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tahun 2021 — 2026.



29. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto Nomor 188/32220
/416-050/2024 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tahun 2025.

1.3 Maksud danTujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025.

Sedang tujuan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rancangan
Awal Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya
dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.



BAB Il TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas
rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada
APBD tahun 2025. Disini terdapat program kegiatan yang sudah
dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-
2026.

BAB V PENUTUP
Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan
perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB Il
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat
DPRD pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan
kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD
Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan
pada tahun 2024 adalah:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi
perkantoran dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto secara keseluruhan
Kegiatan :
a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97,09%
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 93,57%
b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 79,63%
c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
86,19%
d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 85,46%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65,84 %
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96,69%
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
0%
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- Penyedidiaan bahan/ material 96,71%
- Fasilitasi Kunjungan Tamu 83,89%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94,30%
e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75,16%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69,15%
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
83.92%
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87,45%
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya 93,88%
g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 98,02%
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 92,62%
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 66,97%
h) Layanan Administrasi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 95,59%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pencapaian kinerja program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD adalah terlaksananya Tri Fungsi Dewan (Legislasi,
Budgeting dan Pengawasan) serta terfasilitasinya Hak DPRD sesuai
peraturan yang berlaku.

Kegiatan :
a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub
kegiatan:
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah 84,40%

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 83,63%



- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah
Akademik 96,63%
- Penyusunan Tata Tertib DPRD 81,28%
b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
- Pembahasan KUA dan PPAS 95,40%
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 98,06%
- Pembahasan APBD 73,96%
- Pembahasan APBD Perubahan 82,03%
- Pembahasan Laporan Semester 95,99%
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 99,63%
c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan
Hukum 85,65%
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 93,29%
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
87,71%
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 86,67%
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
71,61%
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan 98,04%
- Pengawasan Penggunaan Anggaran 81,34%
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah 97,02%
d) Peningkatan Kapasitas DPRD
- Orientasi DPRD 92,62%
- Bimbingan Teknis DPRD 83,93%
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan 98,86%
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 80,63%
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 95,81%
- Penyusunan Program Kerja DPRD 66,96%
e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 94,96%

______________________________________________________________________________________________________________|
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- Pelaksanaan Reses 92,92%
f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- Penyusunan Kode Etik DPRD 23,56 %

- Pengawasan Kode Etik DPRD 76,99%
g) Fasilitasi Tugas DPRD
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 69,67%
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 98,19%
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 86,57%
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 61,88%

Secara umum capaian realisasi anggaran dari 15 (limabelas) kegiatan
dengan 52 (Lima Puluh Dua) sub kegiatan di atas mencapai 87,87%. Selanjutnya
pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.
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Tabel.1.1. (T C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun 2024

Target Program
dan kegiatan

Perkiraan realisasi

Realisasi Target dan realisasi kinerja program (Renja capaian target renstra
'tear sa; dan kegiatan tahun lalu (n-2) Perangkat perangkat daerah s/d
Target kinerja arge Daerah tahun tahun berjalan
. kinerja
capaian b 2025
Urusan / bidang . R program hasil Tingk
urusan pemerintah Indikator kinerja (Rensra program Realisasi t
Kode daerah dFr:m Program Program (outcomes)/ Perangkat dan target o SiarS; . i
- 9 kegiatan (output) 9 kegiatan arge Realisasi capaia capa
/ kegiatan Daerah) Renja . . program dan an
s/d Renja Tingkat - .
Tahun 2021- Perangk - kegiatan realis
dengan Perangkat Reaalisa : ;
2026 at - sampai asi
tahun Daerah si 2024
2023 Daerah 2024 dengan target
2024 tahun Renst
berjalan (n-1) | ra (n-
1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM
PENUNJANG URUSAN o 99 45
PEMERINTAHAN Nilai SAKIP 81,38 | 78,68 81 81,05 100 % 81,50 81,50 '%
DAERAH KAB/KOTA
Jumlah Inovasi
1 1 100% 2 2 | 100%
Perencanaan, Jumlah dokumen
Penganggaran Perencanaan,
dan Evaluasi Penganggaran dan
Kinerja Evaluasi Kinerja
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah tersusun

RANCANGAN AKHIR RENJA SEKRETARIAT DPRD
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Penyusunan Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan 11 |6 2 2 100 3 8| 72%
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Evaluasi Jumlah L
Kineria umlah Laporan
P erarll gkat Evaluasi Kinerja 30 | 18 6 6 100 6 24 80%
Daerah Perangkat Daerah
Administrasi Presentase realisasi
Keuangan anggaran perangkat
Perangkat Daerah daerah
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang
Tunjangan PNS Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN 27 | 27 27 27| 100 27 27 | 100%
Administrasi IP ASN
Kepegawaian 85 | 80 81 90,25 [ 111 82 90,25 | 120%
Perangkat Daerah
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang
Implementasi Mengikuti Bimbingan
Peraturan Teknis 350 | 210 70 70 100 70 280 80%
Perundang- Implementasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket

Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

100

80%

13
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: Jumlah Paket Bahan
Doy eian banan | Logistik Kantor yang 60 | 36 12 12| 100 12 48| 80%
Disediakan
Penyediaan Barang éuegﬁgnpggﬁt Barang
Cetakan dan Penggandaan yang 513 1 1 100 1 4 80%
Penggandaan Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah Dokumen
Bacaan dan | Bahan Bacaan dan
Peraturan Peraturan 5|3 1 0 0 0 3| 75%
Perundang- Perundang-Undangan
Undangan yang Disediakan
Penyediaan Jumlah paket
Bahan / Bahan/Material yang
Material Disediakan
Fasilitasi Jumlah Laporan
Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 60 | 36 12 12 100 12 48 80%
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan
Konsultasi SKPD penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan 60 | 36 12 12 100 12 48 80%
Konsultasi DPRD
Penyediaan Jasa Presentase penyediaan
Penunjang Urusan | jaasa penunjang
Pemerintahan urusan pemerintahan
Daerah daerah sesuai
kebutuhan
. Jumlah Laporan
Egnmyfr(\ji:?aa}sri] Jasa Penyediaan jasa
Sumber Da’aAir komunikasi, Sumber 60 | 36 12 12 100 12 48 80%
dan Listrik Y daya air dan listrik
yang disediakan
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Penyediaan Jasa

Jumlah Laporan
Penyediaan jasa

Atribut DPRD

DPRDyang disediakan

Pelayanan Umum Pelayanan Umum 36 | 12 12 100 12 48 80% 36
Kantor Kantor yang disediakan
Pemeliharaan Pﬂ?iegtasehbgf?ng
i milik daerah dalam
Barang Milik Daerah kondisi baik
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan dan Eer%rangan dinas atau
. endaraan dinas
Pajak Kendara_lan jabatan yang dipelihara 120 | 72 24 24 100 24 96 80%
Perorangan Dinas dan dibayarkan
atau Kendaraan pajaknya
Dinas Jabatan
Pemeliharaan / Jumlah Gedung kantor
EZII::?O?‘”(I;:FSII Gedung 322 bangunan lainnya 5|3 1 1 100 1 4 80%
Bangunan Lainnya dipéiihara/direhabilitasi
Pemeliharaan / Jumlah Sarana dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung
dan Prasarana Ea_ntor atau Bangunan 290 | 174 58 58 100 58 232 80%
Gedung Kantor atau ainnya yang I
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Layanan Keuangan Persentase Layanan
dan Kesejahteraan Keuangan dan
DPRD
Kesejahteraan DPRD
terfasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi Jumiah A”g.gotahDERD 250 | 150 50 50| 100 50 200 | 80%
Keuangan DPRD yang menerima ha
Keuangan DPRD
Penyediaan Jumlah paket Pakaian
Pakaian Dinas dan Dinas dan Atribut 1519 3 3 100 3 12 80%
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Pelaksanaan Jumlah orang orang
Medical Check Up yang mengikuti Medical 150 | 90 50 36 2% 50 120 80%
DPRD Check Up DPRD
Layanan b L
Administrasi ersentase Layanan
DPRD Administrasi DPRD
terfasilitasi
Fasilitasi Rapat
Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil
PROGRAM
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
TUGAS DAN
FUNGSI DPRD
Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pembentukan
Peraturan Daerah dan
Peraturan DPRD yang
terfasilitasi
Pembentukan Egrnfggﬁ?ﬁﬁan
Peraturan Daerah Peraturan Daerah dan
dan Peraturan Peraturan DPRD
DPRD terfasilitasi
Penyusunan dan Jumlah dokumen hasil
Pembahasan Penyusunan dan
Program Pembahasan Program 513 1 1 100% 2 4 80%
Pembentukan Eem?entulgin h
Peraturan Daerah eraturan Daera
Jumlah dokumen
Pembahasan hasil Pembahasan
Rancangan Rancangan 20 | 12 6 5 83% 4 17 80%
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Fasilitasi Penyusunan %Uer:]"'ﬁggr?gﬁme” hasil
Egt”éf;sznn/ dan / Penjelasan / 20 | 12 3 2| 66% 4 15| 8o%
gk A Keterangan dan / atau
atau Naska Naskah Akademik
Akademik
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Penyusunan tata Jumlah Dokumen tata

tertib DPRD tertib tersusun
110 1 1 100 0 1 100
Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pembahasan
Kebijakan Anggaran
yang terfasilitasi
Pembahasan Persentase
Kebijakan Anggaran dokumen Kebijakan
Anggaran dibahas
Jumlah dokumen
Z:rr]nl;gg\assan KUA hasil pembahasan 513 1 1 100 1 4 80%

KUA dan PPAS

Jumlah Dokumen hasil
Pembahasan KUPA 513 1 1 100 1 4 80%
dan PPAS Perubahan

Pembahasan
Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS

Jumlah Dokumen
Pembahasan APBD hasil Pembahasan 513 1 1 100 1 4 80%
APBD

Pembahasan APBD Jumlah Dokumen hasil

Perubahan pembahasan APBD 513 1 1 100 1 4 80%
Perubahan
Jumlah dokumen
Pembahasan Hasil Pembahasan
Laporan Laporan Realisasi 513 1 1 100 1 4 80%
Semester pelaksanaan APBD
per Semester
Pembahasan Jumlglhhdokumen hasil
: pembahasan
Pertanggungjawaba Pertanggungjawaban 53 1 1 100 1 4 80%
n APBD APBD
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Persentase
Pelaksanaan tugas dan
fungsi Pengawasan
Penyelenggaran
Pemerintahan yang
terfasilitasi
Pengawasan Persentase
Penyelenggaraan Pengawasan
. Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan
terfasilitasi
Pengawasan
grusan_ A Jumlah Laporan hasil
emerintahan PengawasanUrusan
bidang Pemerintahan dan 20 [ 12 100 16 80%
Pemerintahan dan Hukum
Hukum
Jumlah Laporan
Pengawasan Urusan hasil
Pemerintahan Pengawasan 10| 6 100 8 80%
Bidang Infrastruktur Urusan Bidang
Infrastruktur
Pengawasan Urusan Jumlah laporan hasil
Pemerintahan pengawasan Urusan
Bidang Pemerintahan Bidang 20 | 12 100 16 80%
Kesejahteraan Kesejahteraan
Rakyat Rakyat
b U Jumlah Laporan hasil
engawasan Urusan Pengawasan Urusan 0
Pemerintahan Bidang | Pemerintahan Bidang 20 | 12 100 16 | 80%
Perekonomian Perekonomian
Jumlah Laporan
hasil
Pengawasan
Pengawasan Urusan | ;,qan 106 100 8| 80%
Pemerintahan Bidang Pemerintahan
Sumber Daya Alam Bidang Sumber
Daya Alam
Pengawasan Tindak
Lanjut Hasil Jumlah dokumen hasil
Pemeriksaan Pengawasantindak
Laporan Keuangan lanjut hasil 513 100 4 80%
oleh Badan Eemerlksaan laporan
Pemeriksa euangan oleh BPK
Keuangan
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Pengawasan

Jumlah dokumen hasil

Ahli Fraksi

Fraksi

Penggunaan Pengawasan 10 | 6 2 2 100 2 8 80%
Anggaran Penggunaan Anggaran
Pembahasan _
Laporan Jumlah Rekomendasi
Keterangan hasil Pembahasan
. Laporan Keterangan 53 1 1 100 1 4 80%
Pertanggungjaw Pertanggungjawaban
aban Kepala Kepala Daerah
Daerah
Persentase
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
DPRD sesuai
Peraturan
Peningkatan Persentase
Kapasitas DPRD Peningkatan
Kapasitas DPRD
terfasilitasi
: : Jumlah dokumen
Orientasi DPRD Orientasi DPRD 110 1 1 100 0 1 100
Jumlah dokumen
Pendalaman hasil pendalaman 30 | 18 6 6| 100 6 24 80
Tugas DPRD tugas DPRD
Jumlah dokumen
penyebarluasan
Publikasi dan produk hukum
Dokumentasi Dewan daerah, Publikasi 60 | 36 12 12 100 12 48 | 80%
dan Dokumentasi
dewan
Penyediaan Jumlah orang
Kelompok Pakar dallfm gelompc’k 100 | 60 20 22| 110 20 82| 82%
dan Tim Ahli Pakar dan Tim
Ahli
Penyediaan Tenaga Jumlah Tenaga Ahli 150 | 90 30 24 80% 20 114 7504
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Penyusunan
Program Kerja

Jumlah dokumen

rencana Kerja 513 100 4 80%
DPRD DPRD
Penyerapan kegiatan
dan Penyerapan dan
Penghimpuna Penghimpunan
n Aspirasi Aspirasi
Masyarakat Masyarakat
terfasilitasi
ﬁ%’noylgoslzna Jumlah Dokumen
Pokok Pokok Pikiran 513 100 4| 80%
Pikiran D.PRD yang
DPRD disusun
Jumlah dokumen
Pelaksanaan Reses hasil pelaksanaan 14 | 8 100 11 80%
reses
Pelaksanaan dan Persentase
Pengawasan Kode Ee'aksa”aa” ﬂaré
. engawasan Koade
Etik DPRD Etik DPRD
Pengawasan Kode
Etik DPRD Jumlah laporan
hasil pengawasan 10 | 6 100 8 80%
Kode Etik DPRD
Fasilitasi Tugas Jumlah Tugas
DPRD DPRD
terfasilitasi
Koordinasi dan Jumlah dokumen
Konsultasi hasil koordinasi
Pelak dan Konsultasi 20 | 12 100 16 80%
elaksanaan Pelaksanaan
Tugas DPRD Tugas DPRD
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Jumlah laporan
Kinerja fraksi, alat

Pimpinan DPRD

yang Terfasilitasi

Penyusunan Laporan kelengkapan dan 513 100 4 80%
Kinerja DPRD kinerja DPRD
yang disusun
Fasilitasi IJDUerIr;lI?shanaan

0,
geldaks?\;laan Tugaﬁ Tugas Banmus 10| 6 100 8 80%
adan Musyawara yang Terfasilitasi

Fasilitasi Tugas Jumlah Tugas

9 Pimpinan DPRD 20 | 12 100 16 | 80%
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada anggota
DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta
mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan

pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
adalah sebagaimana tabel TC 30
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Tabel 1.2.(T-C 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Indikator Proyeks Catatan

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian i Analisis
IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024 2020 tahun Tahun Tahun Tahun 2025
(thn n- (thn n- (thn n- (thn n) (thn (thn n- 2021 2022 2023 2024 (thn
3) 2) 1) n+1) 3) n+1)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indeks Kepuasan DPRD
terhadap pelayanan 70% 70.16%
Kesekretariatan DPRD

Persentase Perda yang

disyahkan 85% 100%
Persentase pemenuhan
hak DPRD sesuai 85% 89%

peraturan

Persentase Pelaksanaan
tugas dan fungsi

Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan NA 75 75 80 NA NA 60% 83,33% 100 % 100%

DPRD yang terfasilitasi.

Persentase Pelaksanaan
tugas dan fungsi
Pembahasan Kebijakan

Anggaran yang terfasilitasi NA 90 90 91 NA NA 90% 100% 100% 100%

Persentase Pelaksanaan
tugas dan fungsi
Pengawasan
Penyelenggaran 100%
Pemerintahan yang NA 80 81 85 NA NA 80% 100% 100%

terfasilitasi

Persentase Pemenuhan
Hak dan Kewajiban DPRD

ip
sesual beraturan NA 90 90 90 NA NA 90% 99,5% 100% 100%
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Sebagaimana Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026
bahwa di Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto menetapkan
besaran Indikator Kinerja Utama yaitu IKM DPRD sebesar 93.

Setelah dilakukan pengukuran kinerja melalui metode survey dan wawancara
kepada anggota DPRD di semester | dan Semester I, maka diperoleh hasil survey
nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2024 dengan nilai realisasi kinerja

sebesar 93 atau mencapai 100% atau kategori BAIK.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur- unsur
pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabung maka unsur pelayanan Sekretariat
DPRD Kabupaten Mojokerto di Tahun 2024 mempunyai nilai kinerja sebesar
100%.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh
Sekretariat DPRD di tahun 2024 yaitu sebesar 93 telah terpenuhi.

Untuk lebih detailnya dengan unsur pelayanan mempertimbangkan TUPOKSI

dapat diuraikan sebagai berikut :
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a. Nilairata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum
perlu ditingkatkan.

b. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi
pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

c. Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan

interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

d. Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan

interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

e. Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

f. Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM ) sebesar 54,5

dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

g. Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

h. Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu

ditingkatkan kualitasnya.

i. Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi

perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari Nilai rata-rata persepsi yang diperoleh dari 4 (Empat) bagian di Sekretariat
DPRD dapat diketahui bahwa 4 (empat) bagian tersebut telah melampaui
capaian kinerjanya, tetapi diharapkan Bagian-bagian tersebut lebih dapat

meningkatkan layanannya kepada segenap anggota DPRD.

Dan apabila ke 9 (sembilan) angka indeks tersebut diatas diakumulasikan ke

dalam angka IKM, maka diperoleh angka 93.
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah pelaksana layanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat
DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD
dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah. Dalam melaksanaan tugas dan fungsinya terdapat permasalahan-

permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut :

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Pelayanan - Belum optimalnya| 1. Terbatasnya pegawai secara
Sekretariat DPRD layanan kuantitas dan kualitas
administrasi dan 2. Beban pekerjaan yang tidak
dukungan sama antar bagian
terhadap tugas 3. Belum tersedianya pedoman/
dan fungsi DPRD juknis tata laksana layanan
- Political will dan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD
dinamika politik 4. Tingginya volumen kegiatan
- Sarana dan dan aktifitas DPRD
prasaranayang 5. Pertanggungjawaban pekerjaan
ada belum kepada dua pihak yaitu
memadai eksekutif dan legislatif

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Mojokerto (2024)

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan

pelayanan Sekretariat DPRD Kab Mojokerto, maka isu strategis Sekretariat DPRD
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Kab Mojokerto Tahun 2021-2026 bisa diidentifikasi sebagai berikut :
Peningkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD.
Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah pelaksana layanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan tugas dan fungsi
DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
yang diturunkan dalam Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib DPRD Kab Mojokerto disebutkan yaitu :
Fungsi DPRD :

a. Pembentukan Perda;
b. Anggaran;
c. dan Pengawasan.
Sedangkan Tugas dan Wewenang DPRD :

a. Membentuk Perda bersama Bupati;

b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenaiAPBD
yang diajukan oleh Bupati;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri
melalui gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah
terhadap rencana perjanjian international di Daerah;

f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan

i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dan untuk melaksanakan layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap

tugas dan fungsi DPRD sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD
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2.4

menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d.

penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, beberapa hal yang perlu diperhatikan
diantaranya :

a. Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka
optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
secara berkesinambungan

b. Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional
dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga
memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

c. Konsistensi political will dalam membangun sinergitas kelembagaaneksekutif
dengan legislatif secara benar dan proporsional

Dinamika politik yang berkembang di DPRD dapat memberikan warna dalam
pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD

Review terhadap Rancangan RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebagaimana tabel
TC 31 Review terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan

hasil anilisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD.

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan
akhir RKPD Kabupaten Mojokerto dengan Renja SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Mojokerto telah sesuai.
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Tabel 2.1 (TC.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Rancangan Awal RKPD Hasil Garan
N Tahun 2025 Analisis Pgnatlir?g
0 Kebutuhan
Program/ . . Target Pagu Indikatif Program/ . . Target Kebutuhan
Kegiatan / Lokasi I}?iﬂlele(g;m Capaian ngll?lgan Lokasi :giﬂlé(;};or Capaian Dana
Sub (Rp.) Kegiatan (Rp.)
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2
PROGRAM gﬂlp 81,5 (A) 49,046,635,086 | PROGRAM Nilai SAKIP 81,5 (A)
1 PENUNJANG MOJOKERTO PENUNJANG MOJ
URUSAN URUSAN OKE 55.645.000.000
PEMERINTAH PEMERINTAHAN RTO
AN DAERAH DAERAH
KAB/KOTA KAB/KOTA
Jumlah 2 Jumlah 2
inovasi inovasi
Perencanaan persentase Perencanaan Persentase
Pengan ara’n indicator 90 % indicator 90 %
Qe dangoeian | MOJOKERTO program PD benanadara MOJ program PD
Kinerja ) yang tercapai n dagn 99 OKE yang tercapai
Perangkat sesuai target 40.000.000 Evaluasi RTO sesuai target 40.000.000
Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
Penyusuna Jumlah
BDokumen ?enja ot Beﬂyusunan o3 %%rl?be;rr]len ,
erencana erangka okumen
an Daerah 2 dokumen 20.000.000 gerencina%n . OKE Eg:gﬂcilg?an dokumen 20.000.000
Perangkat yang erangkat Daera RTO Daera
Daerah Tersusun
RSK :
1. Dok renja 2026 1
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2. Dok renja

Eerubahan 1
025
Jumlah
: Laporan
Evaluasi Jumlah o )
Eg}%r,%akat MOJOKERTO | pokumen 6 laporan 20.000.000 E‘é?;‘#,%?ga?'ggg?ah '(\)/lgé E?’nﬂl:?' 6 laporan 20.000.000
Daera Evaluasi J
RTO Perangkat
Daerah
RSK:
1. Laporan Capaian 4
Kinerja tribulan
2. LKjIP 1
3. SAKIP 1
Administrasi 0 Administrasi 0
Eg;gann ag} Presentase 84% Egyar:}]n egwt Presentase 84%
Daera realisasi 3 509,535,000 Daera MO realisasi
anggaran RIS JOK anggaran 5.700.000.000
perangkat ERT perangkat
daerah o daerah
Penyediaan Jumlah Penyediaan Gaji Jumlah Orang
Gaji dan bulan dan Tunjangan yang o5
Tunjangan MOJOKERTO | Pemenuhan 25 3,509,535,000 PNS MOJ Menerima Gaji
PNS Gaji dan orang/bulan OKE dan orar;%/bul 5.700.000.000
Tunjangan RTO Tunjangan
ASN ASN
Adminisira 91 450,000,000 | Administrasi 91 660.000.000
FQ'(I i IP Kepegawaian IP ASN
npegawal ASN Peranﬁkat
Perangkat Daera MO
Daeraﬂ JOK
ERT
O
ggﬂgiﬁlag?nas Jumlgh _ Pgngadaan Pakaian Jumlgh Pa_ket
Beserta Atribuf  MOJOKERTO ﬁaka'a”.D'”aS 0 stel o | DnasBesera MOJOK Eaka'a” Dinas 90 stel 60.000.000
Kelengkapann egawal yang tribut ERTO eserta Atribut

ya

Terpenuhi

Kelengkapannya

Kelengkapan
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RSK:

Keky 30 stel
Putih-Hitam 30 stel
Batik Surya 30 stel
Jumlah Orang
Bimbingan Jumlah Bimbingan ')\/Aagg ikuti
Teknis Workshop Teknis MOJO engrit
Implementas ASDEKSI 450,000,000 Implementasi KERTO E;Tg;ggan
i Peraturan yang Diikuti 50 orang Peraturan mol tasi 70 orang 600.000.000
Perundang- ASN sesuai Perundang- &?aﬁmgﬂ asl
Undangan Tupoksi Undangan Perundang-
Undangan
RSK:
Warkshop 7 x 10 orang
ASDEKSI
P ini i P
Administras pg%i/%rgjtigsa% 100% 2,635,000,000 Cdmlnlstra3| pé?]?/%rétigsa% 100% 3,965,000,000
i Umum administras mum administrasi
K MOJOKERTO iumum Perangkat MOJ umum
Perangkat peran%kat Daerah OKE perangkat
Daerah daeraf RTO daerah sesuai
sesuai kebutuhan
kebutuhan
Jumlah
Penyediaa MOJOKERTO %%Té?h Penvediaan Pakelt
n Peralatan Pengadaan 1.800.000.000 y Perr1a atan
Peralatan 3 paket DeSthaad Peralatan dan MOJ 3 3 paket 2.600.000.000
dan an p Perlenakapan OKE Perlengkapa p -600.000.
Perlengkap Perlengkap Kantorg P RTO nalﬁlzé]ntor
an Kantor an Karitor Bisediakan
RSK :
Mebelair 1 paket
Laptop 1 paket
Printer 1 paket
Jumlah
Penvediaan MOJOKERTO bulan Jumlah
Bahgn Fasilitasi Penyediaan MOJ Paket Bahan
Logistik makan 12 paket 35.000.000 Bahan Logistik OKE Logistik 12 paket 50.000.000
9 minum Kantor RTO Kantor yang
Kantor S
rapat Disediakan
SKPD
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RSK :
Makan minum :
rapat staf 12 kali
‘;:Té?h Jumlah
Penyediaan Pengad MOJ Paket
Ezgﬂgn aan Penyediaan OKE ggzgn
dan Barang 1 paket 150.000.000 Barang Cetakan RTO dan 1 paket 250.000.000
Cetakan dan Penggandaan
Pengganda dan Pengganda
an an yang
Eg;gga Disediakan
RSK :
Cetak
Kebutuhan 1 paket
Kantor
Jumlah Jumlah
. Paket Dokumen
gzgﬁd'aa” MOJOKERTO | Pengadaa benvediaan MOJ Bahan
B n Bacaan Y OKE Bacaan
acaan dan Bahan Bacaan RTO dan
dan P 0 dokumen 0 dan Peraturan P 1 dokumen 15.000.000
Peraturan eraturan Perundang- eraturan
Perundan Perundang
Perundang- Undangan
g- -Undangan
Undangan
Undanga yang
n Disediakan
RSK:
Buku aturan
persidanga dan 1 paket
keuangan
] Jumlah Jumlah
Penyediaan Paket Penvediaan Paket .
bahan/Mate MOJOKERTO pengadaan 1 paket 150.000.000 Bah)a/m | Material MOJOK Bahan/Materi 1 paket 200.000.000
rial Alat Tulis ERTO al yang
Kantor DiSediakan
RSK :
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Alat Tulis kantor 1 paket
Jumlah Jumlah
Fasilitasi waktu Fasilitasi Laporan
Kunjungan Fasilitasi 12 laporan 150.000.000 Kunjungan Tamu MOJ Fasilitasi 12 laporan 300.000.000
Tamu {(unjungan OKE _IKgrerlngan
amu RTO
RSK:
Makan minum
Tamu 12 bulan
Penyelengga Jumlah Penyelenggaraan Jumlah
raan Rapat Waktu Rapat Koordinasi Lapooran
Koordinasi MOJOKERTO Rapat- dan Konsultasi MOJ Peﬁ elenaoa
dan Rapat SKPD OKE raanyRa gtg
Konsultasi Koordina 12 laporan 350.000.000 RTO Koor dingsi 12 laporan 550.000.000
SKPD si dan dan
Kpnsulta Konsultasi
si ke luar SKPD
Daerah
RSK :
Laporan Perjalanan 12 Laporan
Pengada MOJOKERTO | Persentase 100% 2.600.000.000 Egp jadaan, MOJOK | Persentase 100% 4.000.000.000
Nﬂrﬁmg Kendaraan Pgﬁ% an ERTO Kendaraan
Daerah Dinas Urusan. 9 Dinas
Penunjan Operasiona Pemerintah Operasional
Bemmarin ata Daerah atau
apangan apangan
Daerah yang yang
Disediakan Disediakan
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Pengadaa Jumlah 4 unit 2.600.000.000 Egﬂ gggaannDinas Jumlah Unit 5 unit 4.000.000.000
Kendaraa Unit Operasional atau Kendaraan
?)pDel?gssion Kendaraan Lapangan Dinas
aL\I atau Dinas Operasional
apangan Operasion atau
al atau Lapangan
Lapangan yang
yang Disediakan
Disediakan
Penyedia Presentas 83% 2:380,000,000 Penyediaan Jasa Presentase 83 % 3.300.000.000
Penrlﬂgjgr? © Pgrjr?grintahan penyediaan
aeg?]erint penyediaa Daerah Jasa
n jasa enunjan
Daerah pénunjan JI\/IO?( Erusar{ ’
g urusan ERT pemerintahan
pemerinta (o) daerah
han sesuai
daerah kebutuhan
sesuai
kebutuha
n
Jumlah
Laporaén Jumlah
Penyedia Laporan
Penyedia MOJOKERTO an f;sa . MOJ Pe%yediaan
an Jasa . Penyediaan Jasa
Komunika Komunika 600,000,000 Lo OKE Jasa
si s, Sumber | 12 laporan Komunikasi, Komunik 121 800.000.000
) , p RTO omunikas, aporan .000.
Sumber D Al Sumber Daya Air Sumb
Daya Air. aya AIr dan Listrik umber
dan Listrik dan Listrik Daya Air dan
yang Listrik yang
Disediaka Disediakan
n
RSK :
Laporan
Penyediaan Jasa 12 laporan

Komunikasi, Air
Bersih dan Listrik
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Jumlah
LaporanP

Jumlah

Penyedia Laporan
an Jasa emelihara 1.780.00000 | Penyediaan Jasa S’e[r)w ediaan
Pelayana Gedung 10 laporan T Pelayanan Umum pae?a anan 12 laporan 2.500.000.000
Kantor 0 MOJ Y
Cartor HenlRbsi Kartor OkE | KAME) vang
Kantor gerfungsi RTO Disediakan
RSK :
Laporan
Penyediaan Jasa 12 laporan
kebersihan, THL
dan Keamanan
Pemelihar 1,250,000,000 | Pemeliharaan presentase 1.600.000.000
1T - barang milik
aan :gtzsent 83% Barang Milik daeraf%J 83%
alam
Barang MOJOKERTO | parang Daerah MO kondisi baik
Milik e Penunjang JOK
milik
Daerah Urusan ERT
h daerah .
Penunjang Pemerintahan o]
Urusan dalam Daerah
. kondisi
Pemerinta baik
han
Daerah
Egr;)éealdlaa Jumlah unit Jumlah unit
Pemelihara kendaraan kendaraan
an. Biava dinas Penyediaan Jasa dinas
Pe'meli%ara operasional Pemeliharaan, operasional
an dan atau Biaya atau
Paiak lapangan . Pemeliharaan dan lapangan )
eg'i'inan yang 11 unit 550.000.000 Pajak perijinan yang 27 unit 700.000.000
Eenjdaraan dipelihara Kendaraan Dinas dipelihara
Dinas dan operasional atau dan
oberasional dibayarkan lapangan dibayarkan
a{)au pajak dan pajak dan
lapangan perijinannya perijinannya
RSK :
Mobil Pimpinan 5
Mobil Kabag 3
2

Mobil Oprasional
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Motor Roda 2

Pemelihar

Jumlah

i Jumlah Unit
aan / . Unit . Pemeliharaan / Pemeliharaa
Rehabilita Pemelihara habilitasi d
si Gedung MOJOKERTO an Gedung . Rehabilitasi MOJ n Gedung .
1 unit 400.000.000 Gedung Kantor Kantor 1 unit 400.000.000
Kantor Kantor OKER .
dan sampai dan Bangunan T0 sampai
. Lainnya Berfungsi
Bangunan Berfungsi Baik
Lainnya Baik
RSK:
Pemeliharaan .
Gedung DPRD 1 unit
Jumlah
Pemelihar Sarana dan . Jumlah
aan/ p Pemeliharaan / MOJ Sarana dan
Rehabilita rasarana Rehabilitasi Prasarana
si Sarana Gedung S d OKE Ged
dan Kantor atau . arana dan RTO eaung .
Prasarana Bangunan 48 unit 300.000.000 Prasarana Kantor atau 48 unit 500.000.000
Eggt‘g;g Lainnya Gedung Kantor Bangunan
atau ang atau Bangunan Lainnya yang
Ea_ngunan ipelihara/ Lainnya Dipelihara/Di
ainnya girehabilita rehabilitasi
RSK:
Pemeliharaan
Printer 20 unit
Laptop 8 unit
PC 15 unit
LCD 3 unit
Genset 1 unit
Sound System 1 unit
Lavanan Persentas 35,482,100,086 Layanan Persentase
y e Layanan 91% Keuangan dan Layanan 91%
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Keuangan ngrlfangan Bgsée[gahteraan ngrl]Jangan 35.590.000.000
dan MOJOKERTO AN siahter MOJOK | K3eciahtera
|
Kesejahter ERTO an DPRD
aan DPRD RD
aan DPRD terfasilitas terfasilitasi
[
Jumlah 34,897,100,086 Jumiah
Penyelen Anggota Anggota
ar{jan DPRD Penyelengg MOJ DPRD yang
%% aa yang araan OKE Menerina 35.000.000.00
Iministr Menerima 50 orang Administrasi RTO Hak 50 orang 0
zséluangan E:Eangan Keuangan Keuangan
DPRD
DPRD DPRD per bDjaRr? per
bulan
RSK:
Gaji Pimpinan
dan anggota 50 orang
DPRD
Jumlan
. Pakaian
Penyedia Dlnas _ \’]Durl?lah
Paeian | O7OKERTO | Refenuan reknbnas | oee | badEn,
Dinas dan ¥er§ed,a 3 paket 500.000.000 | 576 Atr,ﬁ 3 paket 500.000.000
Atribut r%plnan DPRD ?5 g
DPRD dAn ota isédiakan
DPRD
RSK :
PDH 50 stel
PSL 50 stel
PSR 50 stel
%umlah
impinan
Pelaksan dan P Pelaksa Jumlah
aan MOJOKERTO Angggta naan MOJ ?Areannqkuetlln
Medical 35 orang 85.000.000 g're]d'cka' OKE Modreal 35 orang 85.000.000
enda at ec Check U
Check Up Pelayaﬁan Up RTO BPRD "
DPRD Genéral DPRD
Check Up
RSK
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Paket Cek

Kesehatan 50
pimpinan orang
dan anggota
DPRD
Layanan Persentase 100% Layanan Persentase 100%
Administr Layanan Administrasi Layanan
asi DPRD MOJOKERTO Administra 700.000.000 DPRD MQOJ Administrasi 800.000.000
si DPRD : : OKE DPRD
terfasilitasi RTO terfasilitasi
Fasilitasi Fasilitasi Rapat
Rapat iumlah Koordinasi dan iumlah
Koordinasi Hap(_JIran Konsultasi DPRD MOJ Hap(_)lran
dan Fasiltasi OKE Fasiltasi
Konsultasi RTO
DPRD Rapat 12 laporan 700.000.000 Rapat 12 laporan 800.000.000
Koordinasid Koordinasida
an n Konsultasi
Konsultasi DPRD
DPRD
RSK :
Laporan
bulanan hasil 12
fasilitasi rapat laporan
Program Program
EUKunga Eersentas 80 Dukungan gﬁfuenmaaie 82
Pelaksan MOJOKERT Dukungan Pelaksanaan MO Pelaksgnaa
gon o pemksgna 55,858,105,030 | 1ugas dan JOK N Tuoas dan 71.250.000.00
dugas Fungsi DPRD ERT ga 0
FSR i an Tugas o Fungsi
DPR dan DPRD
Fungsi
DPRD
Persentas Persentase
e Pelaksanaa
PeI?ksana P tugas dan
an tugas ungsi
dan fgn Si Perrg\]bentuka
lIz’emben u BPeraﬁudran
an aerah dan
Peraturan 80% 10.500.000.08 Peraturan 80% 10.500.000.00
Daerah DPRD yang 0
I(1an ; terfasilitasi
eraturan
DPRD

%/ang .
terfasilitas
I
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Pembent Persent Persentas
ukan ase Pembent e
Peratura Pembe ukan Pembentu
n Daerah MOJOKERT ntukan Perat MO kan
dan o Peratur eratura JOK Peraturan
Peratura an 10.500.000.00 n Daerah Daerah
n DPRD Daerah 80% S dan ERT dan 80% 10.500.000.00
dan [e) Peraturan 0
Peratur Peratura PPfRD_I_t
an erfasilitas
DPRD n DPRD i
terfasili
tasi
Jumlah
Penyusun Jumlah Dokumen
y MOJOKERTO MOJ Hasil
an dan dokume OKE Penyusuna
Pembaha n Penyusunan dan RTO n da);l
san Program Pembahasan
Program Rancan 1 1.500.000.00 Program Pembahas 1 1.500.000.000
dokumen 0 an dokumen
Pembentu gan Pembentukan
kan Perda Peraturan Daerah Program
Pembentuk
Peraturan yang an
Daerah Dibahas Peraturan
Daerah
RSK :
Dokumen 1
Propemperda dokumen
Jumlah
Pembaha Jumlah Dokumen
san MOJOKERTO | dokumen . 4.500.000.00 ;Z?Ctﬁ]hfr?“ MOJ | Hasil o
nancanga Raperda VD 9 OKE | Pembahasan 4.500.000.000
dokumen 0 Peraturan dokumen
Peraturan yang Daerah RTO Rancangan
Daerah Dibahas Peraturan
Daerah
RSK :
Raperda Inisiatif 4
DPRD Dokumen
Raperda usulan 4
Eksekutif Dokumen
Jumlah Fasilitasi Jumlah 4
Fasilitasi gokume gokumen 4'500'000'08 Penyusunan Hg'gi‘fme” dokume 4.500.000.000
Penyusun MOJOKERTO | Naskah Penjelasan / MOJ Penyusunan n
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an

Akadem

Keterangan dan /

OKE

Penjerasan
tau

. i atal
Penjelasa 'Sigﬁggn atau Naskah RTO Keterangan
ni Akademik dan/atad
Keteranga Agademik
n dan/ Bitadilitasi
atau
Naskah
Akademik
RSK:
NA Raperda
Inisiatif Komisi I, 4 dokumen
I, 11, IV
Persentase
Persentase 90% Pelgksanséan 90%
Pelaksana %ﬂﬁggidan
antugas Pembahasan
dan fungsi Kebijakan
Pembahas 8,314,000,000 Agr?garan 13.900.000.00
an {erfasilitasi 0
Kebijakan
Anggaran
yang
terfasilitasi
Pembaha Persentas 90% Pem__bahasan ESL%?QE,?,SG 90%
san e Kebijakan Kebijakan
Kebijaka MOJOKERT | 4 kumen 8,314,000,000 | Anggaran MO dA.rE)g aran 13.900.000.00
(o) - JOK IDanas 0
n Kebijakan ERT
Anggara Anggaran o
n dibahas
Jumlah Jumiah
Pembaha MOJOKERTO | dokumen 1.600.00000 | Fembahasa MOJ Bﬁ'éifme" 1
san KUA KUA dan 1 dokumen ' ’ ’ n KUA dan 1.800.000.000
0 OKE Pembahasan dokumen
dan PPAS PPAS yang PPAS
dibahas RTO KUA dan
PPAS
RSK :
Dokumen Hasil
Pembahasan KUA 1 dokumen

dan PPAS 2026
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Pembaha Jumlah
san Dokumen ‘I]D%rl?bamen
MOJOKERTO Pembahasan MOJ i
Perubaha KUPA dan 1.600.000.00 Perubahan KUA OKE Pgﬁ“)ahasan
n KUA PPAS 1 dokumen Perubahan 1 dokumen 1.800.000.000
0 dan Perubahan RTO KUA dan
dan Perubahan PPAS Perubahan
Perubaha yang PPAS
n PPAS dibahas
RSK :
Dokumen hasil
pembahasan 1
Perubahan KUA- dokumen
PPAS 2025
Jumlah Jumlah
Pembaha Dokume Pembahasan Dok;fmen 1
san APBD MOJOKERTO | n APBD 0 dokumen 214.000.000 APBD MOJ Pgﬁ%bahasan dokumen 5.000.000.000
yang OKE APBD
Dibahas RTO
RSK :
Dokumen
Rekomendasi 1
hasil dokumen
Pembahasan
APBD 2026
Jumlah Jumlah
pempana RRgfen 1.600.000.00 | Hembahasan Pospimen 1
san APBD MOJOKERTO | Perubahan 1 dokumen PR | APBD MOJ Pambahasan dokumen | 1-800:000.000
Perubaha yang Perubahan OKE APBD
n ibahas Perubahan
RTO
RSK :
Dokumen
Rekomendasi
hasil pembahasan 1 dokumen
APBD Perubahan
2025
Jumlah Jumlah
Pembaha dokumen Pembahasan Dokumen
san MOJOKERTO | Laporan 1dokumen | 900.000.000 | Laporan MOJ Hasil 1 dokumen | 1.000.000.000
Laporan APBD yang Semester OKE Pembahasan
Semester Dibahas per RTO Laporan
Semester Realisasi
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Pelaksanaan

APBD Per
Semester
RSK :
Dokumen
Rekomendasi 1
hasil pembahasan dokumen
laporan semester
Jumlah Jumlah
Pembaha dokumen Dokumen
san MOJOKERTO | Pertangg 2 400.000.00 Pembahasan Hasil 1
Pertanggu ungjawab 1 dokumen T Pertanggungjawab Pembahasan dok 2.500.000.000
ngjawaba an APBD an APBD Pertanggu okumen
n APBD yang ngjawaban
Dibahas APBD
RSK :
Dokumen 1 dokumen
Rekomendasi
hasil pembahasan
Pertanggungjawab
an APBD
Persentase 85% 17,386,000,000 Persentase 85%
Pelaksanaa Pelaksanaan 22.700.000.000
n tugas dan tugas dan
fungsi fungsi
Pengawasa Pengawasan
n Penyelenggar
Penyelengg an
aran Pemerintahan
Pemerintah yang
an yang terfasilitasi
terfasilitasi
Pengawas Persentase 85% 17,386,000,000 Pengawasan Persentase 85%
an Pengawasa Penyelenggaraan Pengawasan 22.700.000.000
Penyeleng MOJOKERTO n Pemerintahan MOJO Penyelenggar
garaan Penyelengg KERTO aan
Pemerinta araan Pemerintahan
han Pemerintah terfasilitasi
an
terfasilitasi
Pengawa Jumlah 3.201.000.000 | Pengawasan ‘Egg](l)?gn 4
san MOJOKERTO Kegiatan 4 laporan e Urusan MOJ Hasil laporan 4.200.000.000
Urusan Urusan Pemerintahan Pengawas
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Pemerinta Pemerinta bidang OKE an Urusan
han han dan Pemerintahan RTO Eemerlnta
: an
bidang Produk dan Hukum Bidang
Pemerinta Hukum Pemerinta
han dan yang han dan
Hukum Diawasi Hukum
RSK :
Laporan 4
Tribulan hasil laporan
pengawasan P
e s
Urusan MOJOKERTO | Kegiatan Pengawasan MOJ Hasil
Pemerinta Jrusan 1,600,500,000 | Srusan OKE | Pengawasan | 2
Bidang 2 laporan e Pemerintahan 9 2.750.000.000
han Infrastrukt Bidan RTO Urusan laporan
Bidang ur yan Infrast%uktur Pemerintaha
Infrastrukt Digwagi n Bidang
ur Infrastruktur
RSK :
Laporan 2
Tribulan hasil laporan
pengawasan P
Pengawa Jumlah
Ean MOJOKERTO {jﬁ?sl%tﬁ n Pengawasan MOJ ﬂumlah
rusan Pemerinta Urusan OKE Engaw
Pengawasan
Pemerinta flan 3,783,000,000 | pemerintahan RTO Urusan 4
han KI angh 4 |ap0ran A Pemerintaha I ran 4.200.000.000
C esejahte Bidang n Bidan apora
Bidang B at Kesejahteraan Kese&ah eraa
Kesejahte an Rakvat n Rakyat
raan lawasi Y
Rakyat
RSK :
Laporan 4
Tribulan hasil laporan
pengawasan P
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Pengawa

san Jumlah Jumlah
Orusan MOJOKERTO | fegiatan Pengawasan MOJ Lapgran
: Pemerinta 3.201.000.000 | Urusan OKE Pengawasan 4
E:rr]n erinta E%an 4 laporan Pemerintahan RTO Hgﬁgﬁntaha laporan 4.200.000.000
Bidang r%?eﬁ%k a?r?g Bidang rF"(Iaariedl?(;]nomia
Perekono Diawasi Perekonomian n
mian
RSK:
Laporan 4
Tribulan hasil laporan
pengawasan P
Jumlah Jumlah
Kegiatan Laporan
Pengawa MOJOKERTO Urusan MOJ Hasil
tsan Pemerinta Pengawasan Pengawas
Pemerinta han 1600500000 | Urusan OKE an Urusan 5
Ed Bidang 2 laporan R Pemerintahan RTO Pemerinta lanoran 2.750.000.000
Slun%n%r Sumber Bidang Sumber han P
Daya Daya Alam Bidang
Alam Alam Sumber
yang Daya
Diawasi Alam
RSK :
Laporan 2
Tribulan hasil laporan
pengawasan
Pengawa
san
. MOJOKERTO Pengawasan MOJ Jumlah
[indak Jumian Tindak Lanjut OKE | Dokumen
I Hasil RTO Pengawasan
nas il 1.000.000.00 | Pemeriksaan Lo d%t Hasil 1
Pemeriks BPK dan 1 laporan ST | Laporan sanut basil aboran 1.000.000.000
aan Rekomen La oran p
. Keuangan oleh RaDAe
Laporan dasi BPK Badan oleh Badan
Keuangan yang - Pemeriksa
oleh Diawasi Egumaer?kasr? Keuangan
Badan 9
Pemeriks
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a

Keuangan
RSK:
Laporan hasil
pembahasan 1 laporan
LHP BPK
Jumlah Jumlah
SPélerrlngawa Kegiatan Pengawasan Dokumen 2
MOJOKERTO | atau 2 1.200.000.00 MOJ Hasil
Eﬁ“gguna Proyek dokumen 0 Zﬁggg?gﬁan OKE Pengawasan gokume 1.500.000.000
Anggaran APBD yang RTO Penggunaan
Diawasi Anggaran
RSK:
Laporan
Tribulan hasil 2 laporan
pengawasan
Jumlah
Pembaha Rekomenda
iggoran MOJOKERTO Pembahasan MOJ si Hasil
Jumlah Laporan OKE Pembahasa
Keteranga Laporan | 1dokumen | 1.800,000.00 | keterangan RTO | nLaporan | Ldokumen
n . ] rekomenda 2.000,000.000
Bang rekomendasi 0 Pertanggungjaw Keterangan Si
Pertanggu ibahas aban Kepala pertanggungj
ngjawaba Daerah awaban
n Kepala Kepala
Daerah Daerah
RSK :
Dokumen hasil 1 dokumen
Pembahasan
Laporan
Keterangan

Pertanggungjawab
an Kepala Daerah
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Persenta 90% Persentase 90%
se Pemenuhan
Pemenuh Hak dan
an Hak Kewajiban
dan DPRD
Kewajiba sesuai
n DPRD Peraturan
sesuai
Peratura
n
Peningka Persenta 90% 5.800.000.00 Peningkatan Persentase 90% 6.050.000.000
?gpasita se 0 Kapasitas Peningkata
s DPRD MOJOKERT Peningk DPRD MO n Kapasitas
(0] atan JOK DPRD
Kapasita ERT terfasilitasi
s DPRD (e}
terfasilit
asi
Jumlah Jumlah
Pendala dokumen dokumen
M KERT hasil ) ) ) M hasil
_Tlf‘g”as 0JO o gﬁqga?sm 6 dokumen | >:800.000 08 .'?Sggg'grggr[‘) OSéR Eetﬂdg?ma 6 dokumen | 4.000.000.000
DPRD DPRI% 0 DPF?D
Jumlah
- Dokumen
Publikasi MOJOKERTO | § biikasi Publikasi dan MOJ %%T;J%]en 12
dan dan 12 dokumen 750.000.000 Dokumentasi OKE Publikasi dan | - 800.000.000
goggvrc:: ta Dokument Dewan RTO Dawan
asi
Dewan
RSK :
Dokumen
Penyebarluasan
Produk Hukum 12
Daer_ah, _ dokumen
Publikasi dan
Dokumentasi
Dewan
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Jumlah
Penyediaan Kelompok , Jumlah
Keloympok MOJOKERTO | pakar dan Penyediaan MOJ Orang dalam
i hii 20 Orang 175.000.000 Kelompok Pakar OKE Kelompok 20 Orang 175.000.000
Pakar dan Tim  Ahli " ; RTO Pakar dan
Tim Ahli yang dan Tim Ahli Tim Ahli
Disediaka
n
RSK:
Jumlah tenaga
ahli yang
dibutuhkan 70 orang
ubntuk
pembahasan
Penyedi Jumlah
aan Tenaga Penyediaan Jumlah
Tenaga MOJOKERTO Agrl]l raksi 70 orang 75.000.000 Tenaga Ahli MOJ 'II:'(ragl?ga Anhli 70 orang 75.000.000
; i ]
Anli %isgdiakan Fraksi OKE
Fraksi RTO
RSK:
Jumlah tenaga
ahli yang
dibutuhkan untuk 70 orang
Fraksi saat
pembahasan
Penyusun Jumlah Penyusunan
an dokumen Program Kerja Jumlah
Program MOJOKERTO Program DPRD MOJ
Kerja Kerja 1 dokumen 1'000'000'08 OKE ggzg;“ne; 1 dokumen | 1.000.000.000
DPRD DPRD RTO Kerja DPRD
yang
Disusun
RSK :
Dokumen 1
Program Kerja Dokumen
DPRD 2026
Persentase 95% 2,450,000,000 Persentase 100% 3.050.000.000
l;edng:rapa MOJOKERTO Eegiatan gg: yerapan MO E%%'%?Qpan
. enyerapan . an”
Penghimp dan Penghimpunan JOK Penghimpu
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unan

Penghimpu

Aspirasi

ERT

nan

Aspirasi nan Masyarakat (0] ﬁﬂ%gggﬁékat
Masyaraka Aspirasi terfasilitasi
t Masyarakat
terfasilitasi
Penyusun Boimen Bokimnen
an Pokok- Pokok Penyusunan i
Pokok MOJOKERTO |  pikiran 1dokumen | 50.000.000 | pokok-Pokok MOJ Pokok-Pokok “ 50.000.000
e DPRD R OKE DPRD dokumen
Pikiran ang Pikiran DPRD Bisusunng
DPRD ersusun RTO
RSK :
Dokumen Pokok 1
Pikiran DPRD Dokumen
2026
Jumlah Jumah
Pelaksan . Dokumen
aan MOJOKERTO | kegiatan 3 dokumen | 2:400-000.00 | Pelaksanaan MOJ | Hasil dokenen | 3.000.000.000
reses 0 Reses OKE Pelaksanaan
Reses Reses
terseda RTO
RSK:
Dokumen 3
Pelaksanaan Dokumen
Reses
Pelaksana Persentase 81% Pelaksanaan dan Persentase 81%
an dan Pelaksanaa Pengawasan Pelaksanaan
Pengawas MOJOKERTO n dan Kode Etik DPRD MOJ dan
an Kode Pengawasa 350.000.000 OKE Pengawasan 750.000.000
Etik DPRD n Kode Etik RTO Kode Etik
DPRD DPRD
terfasilitasi terfasilitasi
Pengawasa Jumlah Pengawasan Jumlah
n Kode Etik Ir?apst?lran Kode Etik DPRD I%S?Iran
DPRD MOJOKERTO pengawas 4 laporan 350.000.000 MOJ pengawas 4 laporan 750.000.000
an Kode OKER | an Kode
Etik DPRD TO Etik DPRD
RSK :
Laporan
Pengawasan 4 Laporan
Kode Etik
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Fasilitasi MOJOKERTO _FlfSrSaesntase 81% 11,058,105,93 Fasilitasi MOJ _T_Srsé%ntase 81% 15.500.000.00
Tugas DPRD 0 Tugas DPRD OKE DPRD 0
DPRD terfasilitasi RTO terfasilitasi
Jumiah Jumlah
Koordinas Dokumen Dokumen
i dan MOJOKERTO Hasil dinasi d MOJ i
Konsultasi Koordinasi 4 4.008.105.930 Eoor |||:as.| an OKE Ea&d .
, , , onsultasi oordinasi
Pelaksan dan . dokumen Pelaksanaan RTO dan 4 dokumen 8.000.000.000
aan Konsultasi Tugas DPRD Konsultasi
Tugas Pelaksana 9 Pelaksanaan
DPRD an Tugas Tugas DPRD
DPRD 9
RSK :
Dokumen hasil
Konsu_ltas[ 4 dokumen
Koordinasi
tribulan
Jumlah Jumlah
Penyusun dokumen dokumen
an MOJOKERTO Laporan Penyusunan MOJ Lapboran
Laporan Kinerja 1 Dokumen 850.000.000 Laporan Kinerja OKE Kir?er'a 1 Dokumen 1.000.000.000
Kinerja DPRD DPRD RTO J
DPRD yang
DPRD yang
Tersusun
Tersusun
RSK :
Dokumen
Laporan Kinerja 1 dokumen
DPRD
Easilitasi Jumlah
asl ItaSI Dokumen
Pelaksan MOJOKERTO | [ qj I MOJ Jumlah
aan Fasilitasi Fasilitasi OKE Hok;l]men
asilitasi asil .
Tugas Pelaksana 2 dokumen 1.200.000.00 Pelaksanaan RTO Fasilitasi 2 dokumen | 1.500.000.000
0 Tugas Badan Pelaksanaan
Badan an Tugas Musyawarah Tugas Badan
Musyawa Badan Musyawarah
rah Musyawar
ah
RSK:
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Dokumen Hasil
fasilitasi
Pelaksanaan 2 Dokumen
tugas Banmus
DPRD
Jumlah Jumlah
e Dokumen Dokumen
Fasilitasi . .
MOJOKERTO Hasil e MOJ Hasil
Tugas Fasilitasi 4 dokumen | 2:000.000.00 | Fasilitasi Tugas OKE Fasilitasi 4 dokumen | 5.000.000.000
Pimpinan 0 Pimpinan DPRD
Tugas RTO Tugas
DPRD S I
Pimpinan Pimpinan
DPRD DPRD
RSK :
Dokumen Hasil
fasilitasi Tugas 4 Dokumen
Pimpinan DPRD
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2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah Provinsidari  penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang kabupaten kota yang dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto tidak
melakukan penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat dimaksud
dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2.2. (TC 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Kepentingan tahun 2025

Kabupaten Mojokerto

NOM | PROGRAM/KEGIATAN/SU | LOK | INDIKATOR BESARAN CATA
OR B KEGIATAN ASI KINERJA VOLUME TAN
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Perpres Nomor 27 tahun 2015 tentang sekretariat Jenderal DPRD
Rl dan badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah unsur
penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan yang tugasnya

memberikan bantuan teknis, Administratif dan bantuan keahlian.

Sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan administratif kepada
anggota DPRD dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan sidang-sidang serta
mengelola urusan dalam dan keuangan DPRD juga penyediaan dan

pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi kepala

daerah dengan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh
organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi.
Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dan
wakil kepala daerah dalam perubahan RPJMD, maka Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tetap menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai
berikut : “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
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akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula dan kegiatan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,dalam kurun
waktator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka Sekretariat
DPRD tidak mengubah sasaran Perangkat Daerah dan tetap menetapkan
sasaran yang ingin dicapai adalah:

“Meningkatkan Pelayanan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD”.

No. Tujuan Sasaran Indikator Tujua/Sasaran Capaian Target
2024 2025
1. Meningkatnya IKM 93 93,5
kepuasan
masyarakat

terhadap kualitas

pelayanan publik

Meningkatnya Kualitas IKM 93 93,5
pelayanan Sekretariat
DPRD Terhadap Peran
DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna
mencapai sasaran tertentu.

b. Adapun program-program di tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut
Program Utama :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
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Dari program tahun 2025 tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan

sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah

1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda

1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.1.4 Pembahasan KUA dan PPAS
1.1.5 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.1.6 PembahasanAPBD
1.1.7 Pembahasan Perubahan APBD
1.1.8 Pembahasan Laporan Semester
1.1.9 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
1.2 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.2.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1.2.2 PelaksanaanReses
1.3 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.3.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
1.4 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.4.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

1.4.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

1.4.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat

1.4.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian

1.4.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya
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Alam
1.4.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan
Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

1.4.7 Pengawasan PenggunaanAnggaran

1.4.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

1.5 Peningkatan Kapasitas DPRD
1.5.1 Pendalaman Tugas DPRD
1.5.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
1.5.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1.5.4 Penyediaan Tenaga AhliFraksi
1.5.5 Penyusunan Program Kerja DPRD

1.6 Fasilitasi Tugas DPRD
1.6.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
1.6.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
1.6.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

1.6.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.2  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta  Atribut
Kelengkapannya
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2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan

2.4  Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang- undangan Penyediaan Bahan/Material

2.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu

2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD

2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
2.7.3 Pelaksanaan Medical Check UpDPRD
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2.8 Layanan AdministrasiDPRD
2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana perubahan RPJMD dan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

tertuang dalam Tabel 3.2.
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OPD:

Tabel 3.2. T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Rencana Tahun 2025

Perkiraan Maju Rencana

Kode b B_idtaﬂg UIrDusanh g Indikator Kinerja Program / Cat Tahun 2026
emerintanan Dacran dan Kegiatan Target Kebutuhan atan
i n Sumb Target
Program / Kegiatan Lokasi Capaian Dana/Pagu er F_’en Capgian Iéebutygan
oA oAt ana / Pagu
Kinerja Indikatif e ting e anay ke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai SAKIP Setwan 81.5 (BB) APB 82 (A)
PROGRAM PENUNJANG 49,046,635,086 D 151.260.000.00
URUSAN PEMERINTAHAN 0
DAERAH KAB/KOTA
Jumlah inovasi 1 1
Perencanaan, Persentase indikator program Setwan 90% APB 91%
Penganggaran dan Perangkat Daerah yang tercapai D
Evaluasi Kinerja Sesuai target 40.000.000 40.000.000
Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Setwan APS 2
Perencanaan Perangkat Perencanaan 2 dOkumen 20.000.000 dokumen 20000000
Daerah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Setwan APB 4
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 6 laporan 20.000.000 D dokumen 20.000.000
ini i Setwan
Administrasi Keuangan Presentase 3.509 535.000
Perangkat Daerah realisasi 85% e APg 86%
anggaran 4.000.000.000
perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Setwan 3,509,535,000 | Apg
Tunjangan PNS Menerima Gaji dan 25/ bulan b l4bulan |  4.000.000.000
Tunjangan ASN
Administrasi IP ASN Setwan 83 AP 84%
Kepegawaian 450.000.000 BD 860.000.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Setwan 27 Stel/l AP |
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut paket 0 BD 30 ste 60.000.000
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Kelengkapannya

Kelengkapan

Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Setwan
Implementasi Menglkutl Bimbingan AP
Peraturan Teknis . 50 orang 450.000.000 BD 7 kegiatan 800.000.000
Perundang- Implementasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Presentase Setwan 100% 100%
Perangkat Daerah penyediaan 2,635,000,000 AP
administrasi umum BD 4.230.000.000
perangkat daerah
sesuai kebutuhan
Jumlah Paket Peralat Setwan AP
: umlah Paket Peralatan BD
e Kar ey 22" dan Perlengkapan Kantor 3 paket 1.800.000.000 3paket | 2.660.000.000
yang Disediakan
. - Setwan
Penyediaan Bahan Logistik iumle;!?( PKakett Bahan AP
Kantor ogisti antor yang 12 paket 35.000.000 BD 1 paket 55.000.000
Disediakan
Jumlah Paket Barang Setwan AP
Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan 1 paket 150.000.000 BD 1 paket 250.000.000
dan Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
: Jumlah Dokumen Bahan
Rachan dan Peramran Bacaan dan Peraturan e 0 0 s 1 paket 15.000.000
Perundang-Undangan yan pake 000
Perundang-Undangan Disediakang ganyang dokumen
Jumiah paket Setwan AP
; umlah paket BD
E’Ae”ye.dl'aa“ Bahan / Bahan/Material yang 1 paket 150.000.000 1 paket 250.000.000
ateria Disediakan
Setwan AP
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi BD
Tamu Kunjungan Tamu 12 laporan 150.000.000 12 bulan 300.000.000
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Setwan APBD
Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi 12 laporan 350.000.000 12 bulan 700.000.000
DPRD
Penyediaan Presentase penyediaan Setwan 84 % 2,380,000,000 84 %
Jasa Penunjang jaasa penunjang urusan AP 3.350.000.000
Urusan pemerintahan daerah BD
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Pemerintahan sesuai kebutuhan
Daerah
. Jumlah Laporan Setwan AP
Egnmyfrﬂ:?a?sri] Jasa Penyediaan jasa BD
Sumber Da§/a Air komun!kash S_umber 12 laporan 600.000.000 12 bulan 850.000.000
dan Listrik daya air dan listrik
yang disediakan
benvediaan Jasa Pel Jumlaré.Lapqran Setwan ég
enyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan jasa
Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 laporan 1.780.000.000 12 bulan 2.500.000.000
yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Presentase barang milik Setwan 84 % 1.250.000.000 AP 85 % 2.700.000.000
Daerah Penunjang Urusan ggiekrah dalam kondisi BD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Setwan AP
Pemeliharaan, Biaya perorangan dinas BD
Pemeliharaan, pajak dan operasional atau lapangan - ;
perijinan kendaraan %ang dipelihara dan d 27 unit 550.000.000 27 unit 700.000.000
dinas operasional atau g?’i‘?i‘ﬂgm pgjak dan
lapangan pery Y
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jumlah Gedung kantor dan Setwan AP
Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang 1 unit 400.000.000 BD 1 unit 1.500.000.000
Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Setwan AP
Pemeliharaan / Rehabilitasi %l:zgaapaﬁgrgggl?ﬁ; Kantor BD
Sarana dan Prasarana atau Bangunan Lainnya 58 unit 300.000.000 o8 500.000.000
Gedung Kantor atau yang unit
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi
Layanan Keuangan dan Persentase Setwan 35,482,100,086 AP 40.150.000.000
Kesejahteraan DPRD Layanan Keuangan 9200 BD 9300
dan Kesejahteraan 0 0
DPRD terfasilitasi
Penyelenggaraan Setwan 34,897,100,086
Adm);nistrggi Keuangan Jumlah Anggota DPRD 50 orang/ I AP 50
DPRD g yang menerima hak el BD orang/ | 40.000.000.000
Keuangan DPRD bulan
Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah paket Pakaian Dinas Setwan 3 AP 3
dan Atribut DPRD df'in Atrlbut DPRDyang paket/org 500.000.000 BD paket/ 550.000.000
disediakan org
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Kebijakan Anggaran

Jumlah Setwan AP
. umlah orang orang yang BD
Pelaksanaan Medical Check | nengikuti Medical Check Up 30 orang 85.000.000 30 95.000.000
Up DPRD DPRD orang
Layanan Administrasi Persentase Layanan Setwan 100% AP 100%
DPRD Administrasi DPRD 700.000.000 BD 850.000.000
terfasilitasi
Fasilitasi Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Setwan AP 12
dan Konsultasi DPRD Hasil Fasilitasi 12 laporan 700.000.000 BD | 850.000.000
Rapat DPRD aporan
PROGRAM DUKUNGAN Persentase Pelaksanaan 55,858,105,930
PELAKSANAAN TUGAS tugas dan fungsi 87,5% 87,5% 84.070.000.000
DAN FUNGSI DPRD Pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan DPRD
yang terfasilitasi
Persentase Pelaksanaan
tugas dan fungsi
Pembentukan Peraturan 80% 10.500.000.000 80% 12.000.000.000
Daerah dan Peraturan
DPRD yang terfasilitasi
Pembentukan Peraturan Persentase Pembentukan Setwan AP
Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan 80% 10.500.000.000 BD 80% | 12.000.000.000
Peraturan DPRD
DPRD terfasilitasi
Jumlah dokumen hasil Setwan AP
Penyusunan dan Pembahasan Penyusunan dan 2 BD 2
Program Pembentukan Pembahasan Program doku 2.000.000.000
pergturan Daerah Pembentukan Peraturan dokumen 1.500.000.000 men
Daerah
Jumlah dokumen hasil Setwan
Pembahasan Rancangan Pembahasan 8 AP 4
Peraturan Daerah Rancangan Peraturan 4.500.000.000 BD doku 5.000.000.000
dokumen
Daerah men
Jumlah dokumen
hasil AP
Fasilitasi Penyusunan Egﬂj}’ebl'ggggr} Setwan 4 BD 4
Pen]elas?(nr/] Kekteranglz(an dan/ Keterangan dan / dokumen 4.500.000.000 doku 5.000.000.0000
atau Naskah Akademi atau Naskah men
Akademik
Persentase 90% 90%
Pelaksanaan tugas
dan fungsi elils lea e 18.000.000.000
Pembahasan
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yang terfasilitasi

Infrastruktur

1,600,500,000

Pembahasan Kebijakan Persentase dokumen Setwan 90% AP 90%
Anggaran gil;liﬂéan Anggaran 8,314,000,000 BD 18.000.000.000
i
Jumlah dokumen Setwan AP 1
Egrxgahasan KUA dan hasil pembahasan 1 dokumen 1.600.000.000 BD dokum 2.500.000.000
KUA dan PPAS R en
Jumlah Dokumen Setwan 1
hasil Pembahasan AP 2.500.000.000
g:?gibfg:ﬁaieggaagan KUA KUPA dan PPAS 1 dokumen 1.600.000.000 BD d°k“emn
Perubahan
Jumlah Dokumen Setwan AP 1 5.500.000.000
Pembahasan APBD hasil Pembahasan 1 dokumen 214.000.000 BD dokum
APBD en
Jumlah  Dokumen  hasil | Setwan AP 1
Pembahasan APBD 1
pembahasan APBD BD dokum 2.500.000.000
Perubahan Perubahan dokumen 1.600.000.000 en
Jumlah dokumen Hasil Setwan AP 1
Pembahasan Laporan Pembahasan Laporan 1 BD
Semester Realisasi pelaksanaan dokumen 900.000.000 dokume 1.500.000.000
APBD per Semester n
Pembah Jumlglhhdokumen hasil Setwan 1 AP 1
embahasan pembahasan BD
Pertanggungjawaban APBD /Iz\gréaDnggungjawaban dokumen 2.400.000.000 dokumﬁ 3.500.000.000
Persentase Pelaksanaan 17,386,000,000
ggr?éa%‘sgjnngs' 90% 90% 27.000.000.000
Penyelenggaran
Pemerintahan yang
terfasilitasi
Pengawasan Persentase Pengawasan Setwan 90% 17,386,000,000 AP 90% 27.000.000.000
Penyelenggaraan Penyelenggaraan BD
Pemerintahan Pemerintahan terfasilitasi
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan hasil Setwan 4 i 24
Pemerintahan bidang PengawasanUrusan laporan BD kegiat 5.000.000.000
Pemerintahan dan Hukum Pemerintahan dan Hukum P 3,201,000,000 an
Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Setwan AP 12
Pemerintahan Bidang nasil Pengawasan |2 BD kegiat 3.000.000.000
Infrastruktur g aporan an
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Pengaviasan Urusan pengawasan Urusan veman AP 2
Kesejahteraan Rak gt Pemerintahan Bidang 4 laporan BD kegiat 5.000.000.000
J y Kesejahteraan Rakyat 3,783,000,000 an
Jumlah Laporan hasil Setwan
Pengawasan Urusan Pengawasan Urusan 4 AP 24
Pemerintahan Bidang Pemerintahan Bidang laporan BD kegiat 5.000.000.000
Perekonomian Perekonomian P 3,201,000,000 an
Jumlah Laporan Setwan
hasil Pengawasan AP
Pengawasan Urusan Urusan 2 BD 12
Pemerintahan Bidang Sumber Pemerintahan kegiat
Daya Alam Bidang Sumber laporan an 3.000.000.000
Daya Alam 1,600,500,000
. . Setwan AP
Penglyawasanlendak Lanjut Jumlah dokumen hasil BD 1
Hasil Pemeriksaan Laporan Pengawasantindak lanjut 1
Keuangan oleh Badan hasi?pemeriksaan laporan dokumen 1.000.000.000 dn?kﬁ 1.500.000.000
Pemeriksa Keuangan keuangan oleh BPK €
Jumlah dokumen hasil Setwan
AP
Pengawasan Penggunaan Pengawasan Penggunaan 2dokume BD .12
Anggaran Anggaran n 1.200.000.000 kegiat 2.000.000.000
an
Pembahasan Laporan Jumlah Rekomendasi hasil Setwan AP
Keterangan Pembahasan Laporan 1 BD 1
. Keterangan 2.500.000.000
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dokumen 1.800.000.000 dokumen
Kepala Daerah Kepala Daerah
Persentase
Pemenuhan
90% 19,658,105,930 90% 27.070.000.000
Hak dan
Kewajiban
DPRD sesuai
Peraturan
Peningkatan Kapasitas Persentase Setwan 90% 5.800.000.000 AP 90% 6.200.000.000
DPRD Peningkatan BD
Kapasitas
DPRD
terfasilitasi
Setwan AP
Pendalaman Tugas Jumlah dokumen hasil 6 BD dok6 4.500.000.0000
DPRD pendalaman tugas DPRD dokumen 3.800.000.000 mez -500.000.
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yang Terfasilitasi

Jumlah dokumen Setwan AP
Publikasi dan Dokumentasi penyebarluasan produk 12 BD 12 900.000.000
Dewan hukum daerah, Publikasi dokumen 750.000.000 dokumen ’ ’
dan Dokumentasi dewan
. Jumlah orang dalam Setwan AP
(Fj’gr?)ﬁg:a:m iKelom|Ook Pakar Kelompok Pakar dan Tim 10 Orang 175.000.000 BD Oraﬁg 200.000.000
Ahli T
i i Setwan AP
Eg‘%‘?d'aan Tenaga Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 70 orang 75.000.000 BD 70 orang 100.000.000
P P Kerj tw AP
Dgrg/lgsunan rogram Refia Jumlah dokumen rencana Setwan 1 BD 1 1.400.000.000
Kerja DPRD dokumen 1.000.000.000 dokumen ER
Penyerapan dan Persentase kegiatan 100% 2.450.000.000 100%
Penghimpunan Penyerapan dan AP 3.070.000.000
Aspirasi Masyarakat Penghimpunan Aspirasi BD
Masyarakat terfasilitasi
Penyusunan Pokok- Jumlah Dokumen Setwan 1 AP 1
Pokok Pikiran DPRD Pokok _Plklran DPRD dokume 50.000.000 BD doku 70.000.000
yang disusun n men
Jumlah dokumen Setwan 3 AP 3
Pelaksanaan Reses hasil pelaksanaan dokume 2.400.000.000 BD doku 3.000.000.000
reses n men
Pelaksanaan dan Persentase Pelalésanal?n dan
i Pengawasan Kode Eti ) 81%
Pengawasan Kode Etik DPRD 81% 350.000.000 AP ° 800.000.000
DPRD BD
Pengawasan Kode Etik Jumlah laporan hasil Setwan 4 AP
DPRD pengawasan Kode Etik | 350.000.000 BD 4 laporan 800.000.000
DPRD aporan
Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas DPRD Setwan 81% 11,058,105,930 AP 81% 17.000.000.000
terfasilitasi BD
- - Jumlah dokumen hasil Setwan AP
golorsmag da_rll_ Kons;lltDeslg koordinasi dan Konsultasi g K 4,008,105,930 BD Dok 4 8.500.000.000
elaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas DPRD okumen okumen
Jumlah laporan Setwan
Kinerja fraksi, alat AP
Penyusunan Laporan Kinerja kelengkapan dan 1 BD
DPRD kinerja DPRD yang laporan 850.000.000 1 laporan 1.500.000.000
disusun
Jumlah Setwan 2 AP 2
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan BD
Badan Musyawarah Tugas Banmus (I;)r?kum 1.200.000.000 Dokumﬁ 2.000.000.000
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Fasilitasi Tugas Pimpinan Jumlah Tugas Pimpinan
DPRD DPRD yang Terfasilitasi

Setwan

Dokum
en

5.000.000.000

AP
BD

Dokume

5.000.000.000
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RENCANA KERJA DAN I%éﬁllD\,/ANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan
serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi,misi
dan tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas
pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar
pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerabh.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kab. Mojokerto yaitu : “Terwujudnya
Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan
Infrastruktur dan peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia”, ditempuh
melalui lima misi dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melaksanakan
misike 3 (tiga) yaitu “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal”dengan tujuan
RPJMD. Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 yang akan dilaksanakan
melalui program — program Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten

Mojokerto.

Program Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten
Mojokerto Tahun 2025 merupakan deskripsi hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kabupaten kota yang
dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.
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Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
tidak mempunyai penelahaan usulan program dan kegiatan yang mendukung
Program Tahun 2025 dimaksud dikarenakan tidak adanya keterkaitan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Sekretariat
DPRD adalah OPD penunjang yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan uraian kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto
dapat dijabarkan pada Tabel Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025

sebagai berikut:
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TABEL 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025
SESUAI RANCANGAN RENJA 2025

LOK APBD KAB APBD
INDIKATOR KINERJA AS| (Rp) PROV APBN
KO URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA / PROGRAM / KEGIATAN / u| B SK PA
DE SUBKEGIATAN P | /L | OUTPUT SUB OUTPUT OUTCOME TARG PD GU K | R D/TB/
KEGIATAN KEGIATAN PROGRAM ET Ter | Rp | /L | p DAK
kait
1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 16
815
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (A) SET 49,046,635,086
KAB/KOTA Nilai SAKIP WAN
Jumlah 1
Inovasi
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase 90%
indikator
program
Perangkat
Daerah 40.000.000
yang
tercapai
Sesuai
target
Jumlah
Dokumen 2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dokum 20.000.000
Perangkat en SET
Daerah WAN
Jumlah
Laporan
S Evaluasi 6
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja laporan 20.000.000
Perangkat SET
Daerah WAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase 85%
realisasi 3,509,535,000
anggaran
perangkat SET
daerah WAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah orang 27/ 3,509,535,000
yg menerima bulan SET
Gaji dan WAN

RENJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 68




Tunjangan
ASN per bulan

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IP ASN 83 SET 450.000.000
WAN S
Jumlah paket
Pakaian Dinas 27
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya beserta atribut Stel/l 0
kelengkapanny paket SET
a WAN
Jumlah orang
yang
mengikuti
bimbingan 54
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan teknis orang 450.000.000
Implementasi
peraturan
perundang- SET
undangan WAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase 100%
penyediaan
administrasi
umum 2,635,000,000
perangkat
daerah
sesuai SET
kebutuhan WAN
Jumlah Paket
Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan 3 paket 1.800.000.000
Kantor yang SET
Disediakan WAN
Jumlah Paket
. _— bahan logistik 12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor yang paket SET 35.000.000
disediakan WAN
Jumlah Paket
Barang
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (P:etakan dan 1 paket 150.000.000
enggandaan
yang SET
disediakan WAN
Jumlah
Dokumen 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan zahan Bacaan dokum 0
an Peraturan en
Perundang- SET
Undangan WAN
. . Jumlah paket 12
Penyediaan Bahan / Material bahan/ material paket 150.000.000
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(ATK) yang di

sediakan
Jumlah laporan
Fasilitasi Kunjungan Tamu FaS|_I|taS| 12 150.000.000
kunjungan laporan | SET AR
tamu WAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan
penyelenggara
an rapat 12
Koordinasi dan laporan 350.000.000
Konsultasi SET
SKPD WAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase 95% 2.600.000.000
Daerah Pengadaan
Barang
Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan Jumlah Unit 4
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan 2.600.000.000
Dinas atau
Kendaraan
dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase 80 % 2,380,000,000
penyediaan
jaasa
penunjang
urusan
pemerintaha
n daerah
sesuai
kebutuhan SET
WAN
Jumlah laporan
penyediaan
P . . . _ Jasa 12
enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik I 600.000.000
Komunikasi, laporan
Air Bersih dan SET
Listrik WAN
Jumlah laporan
penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa pelayanan 12 1.780.000.000
umum kantor laporan
yang SET
disediakan WAN
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Presentase
barang milik
daerah
dalam
kondisi baik

84 %

SET
WAN

1.250.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak perijinan
Kendaraan dinas operasional dan lapangan

Jumlah
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
dan dipelihara
di bayarkan
pajaknya

27 unit

SET
WAN

550.000.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah
Gedung kantor
dan bangunan
lainnya yang
dipelihara /
direhabilitasi

1 unit

SET
WAN

400.000.000

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah
rehabilitasi
sarana dan
prasarana
gedung kantor
atau bangunan
lainnya

58 unit

SET
WAN

300.000.000

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Persentase
layanan
Keuangan
dan
Kesejahtera
an DPRD

91%

92%

SET
WAN

35,482,100,086

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Jumlah
Anggota
DPRD yang
menerima hak
Keuangan
DPRD

50
orang/
bulan

SET
WAN

34,897,100,086

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Jumlah paket
Pakaian Dinas
dan Atribut
DPRDyang
disediakan

150
paket

SET
WAN

500.000.000

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Jumlah orang
yang
mengikuti
Medical Check
Up DPRD

50
orang

SET
WAN

85.000.000
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Layanan Administrasi DPRD Persentase 100%
layanan
Administrasi SET 700.000.000
DPRD 100% WAN
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah laporan
hasil Fasilitasi 12
koordinasi dan laporan 700.000.000
Konsultasi P SET
DPRD WAN
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase | 70% 55,858,105,930
Dukungan
Pelaksana
an tugas
dan fungsi
DPRD yang
terfasilitas
i SET
WAN
Persentase
Pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Pembentukan | gqg, 10.500.000.000
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
DPRD yang SET
terfasilitasi WAN
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase
Pembentuka
n Peraturan
Daerah dan
peraturan 85% 10.500.000.000
daerah dan
peraturan
DPRD SET
terfasilitasi WAN
Jumlah
dokumen hasil
penyusunan
dan 2
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah pembahasan dokum 1.500.000.000
program en
pembentukan
peraturan SET
daerah WAN
Jumlah 8ndoku
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah gzl;zr;zn hasil men \S/\I/E,IN 4.500.000.000
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Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah
Akademik

Jumlah
dokumen hasil
penyusunan
penjelasan atau
keterangan
dan/atau
Naskah
Akademik
yang
Difasilitasi

dokum
en

SET
WAN

4.500.000.000

Persentase
Pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Pembahasan
Kebijakan
Anggaran yang
terfasilitasi

90%

SET
WAN

8,314,000,000

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase
dokumen
kebijakan
Anggaran
dibahas

90%

SET
WAN

8,314,000,000

Pembahasan KUA dan PPAS

Jumlah
dokumen hasil
pembahasan
KUA dan
PPAS

dokum
en

SET
WAN

1.600.000.000

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Jumlah
Dokumen hasil
pembahasan
KUA dan
perubahan
PPAS

dokum
en

SET
WAN

1.600.000.000

Pembahasan APBD

Jumlah
Dokumen
hasil
pembahasan
APBD

dokum
en

SET
WAN

214.000.000

Pembahasan APBD Perubahan

Jumlah
Dokumen hasil
pembahasan
APBD
Perubahan

dokum
en

SET
WAN

1.600.000.000

Pembahasan Laporan Semester

Jumlah
dokumen hasil
pembahasan
laporan
realisasi
pelaksanaan

dokum
en

SET
WAN

900.000.000
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APBD per

semester
Jumlah
dokumen hasil 1
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD pembahasan dokum
Pertanggungja en SET 2.400.000.000
waban APBD WAN
Persentase 85% 17,386,000,000
Pelaksanaan
tugas dan
fungsi
Pengawasan
Penyelenggar
an
Pemerintahan
yang SET
terfasilitasi WAN
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Persentase 85% 17,386,000,000
Pengawasan | pengawasan
Penyelengga | penyelengara
raan an
Pemerintaha | Pemerintahan SET
n terfasilitasi | terfasilitasi WAN
Jumlah laporan
hasil
pengawasan
. . . Urusan 4
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum - Lapora
Pemerintahan n
bidang
pemerintahan SET
dan Hukum WAN 3,201,000,000
Jumlah laporan
hasil
pengawasan 5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur urusan I
- aporan
pemerintahan
bidang SET
Infrastruktur WAN 1,600,500,000
Jumlah laporan
pengawasan
urusan 4
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat pemerintahan |
bidan aporan
g
Kesejahteraan SET
Rakyat WAN 3,783,000,000
Jumlah laporan
hasil 4
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian pengawasan |
aporan
urusan SET
pemerintahan WAN 3,201,000,000
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bidang
perekonomian

Jumlah laporan
hasil

pengawasan 5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam urusan |
- aporan
pemerintahan
bidang Sumber SET
daya alam WAN 1,600,500,000
Jumlah
dokumen hasil
pengawasan
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh tlnd_ak lanjut L
Badan Pemeriksa Keuangan hasil - dokum 1.000.000.000
pemeriksaan en R
laporan
keuangan oleh SET
BPK WAN
Jumlah
Dokumen hasil 1
Pengawasan Penggunaan Anggaran pengawasan dokum
penggunaan en SET 1.200.000.000
anggaran WAN
Jumlah
rekomendasi
hasil
pembahasan 1
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah laporan dokum
Keterangan en 1.800.000.000
pertanggungja
waban kepala SET
daerah WAN
Persentase 90%
Pemenuhan
Hak dan 19,658,105,930
Kewajiban
DPRD sesuai
SET
Peraturan WAN
Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase 90% 5.800.000.000
peningkatan
Kapasitas
DPRD SET
terfasilitasi WAN
Persentase
Peningkatan 6
Kapasitas
Pendalaman Tugas DPRD DPRD ceir?kum 3.800.000.000
terfasilitasi SET
WAN
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Jumlah

Dokumen, 12
Publikasi dan Dokumentasi Dewan publikasi daq dokum 750.000.000
Dokumentasi en SET
dewan WAN
Jumlah orang
dalam 10
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli kelompok
Y P oakar gan im oang | opr 175.000.000
ahli WAN
. . . Jumlah tenaga 70 SET
Penyediaan Tenaga ANl Fraksi i Fraker orang | WAN 75.000.000
Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah 1
dokumen dokum
rencana kerja en SET 1.000.000.000
DPRD WAN
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase 100% 2.450.000.00
kegiatan 0
penyerapan
dan
penghimpuna
n aspirasi
masyarakat SET
terfasilitasi WAN
Jumlah
Dokumen 1
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pokok Pikiran dokum 50.000.000
DPRD yang en SET
tersusun WAN
Jumlah
Pelaksanaan R dokumen hasil dok 2.400.000.000
elaksanaan Reses pelaksanaan er? um | o .400.000.
reses WAN
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase 81%
pelaksanaan
dan
pengawasan
kode etik 350.000.000
DPRD SET
terfasilitasi WAN
Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah laporan
hasil 4
pengawasan 350.000.000
kode etik laporan | ggp
DPRD WAN
Fasilitasi Tugas DPRD Persentase 81 % 11,058,105,930
tugas DPRD SET
terfasilitasi WAN
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Jumlah
Dokumen hasil 4
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Egg;ﬁ:?;‘ dan Dokum 4,008,105,930
Pelaksanaan en SET
Tugas DPRD WAN
Jumlah
dokumen 1
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD laporan kinerja dokum
DPRD yang en SET 850.000.000
disusun WAN
Jumlah
dokumen hasil 4
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah fasilitasi Dokum 1.200.000.000
Pelaksanaan en SET
Tugas Banmus WAN
Jumlah
dokumen hasil 4
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD fasilitasi Tugas dokum 5.000.000.000
Pimpinan en SET
DPRD WAN
104,904,741,01
6
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BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Sekretariat DPRD
Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2021-2026.

Rancangan Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program
dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan melalui perencanaan kegiatan  yang berkualitas.
Rancangan Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan
pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kab.
Mojokerto pada tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja
organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025
bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan
berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran
kinerja yang tertuang dalam Rencana  Strategis Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rancangan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025, harus
dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui
kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan
serta pencapaian indikator kinerja.

2. Rancangan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025, menjadi dasar
bagi penyusunan RKA/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan

kegiatan tahun berikutnya.
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Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 merupakan refleksi dari asumsi
ketercapaian indicator kinerja dengan memperhatikan evaluasi tahun anggaran 2024,
guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi
perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian berdasar hasil evaluasi pelaksanaan
renja pada tahun 2024, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan
perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra
Sekretariat DPRD tahun 2021-2026.

Akhir kata, semoga Renja Sekretriat DPRD Kabupaten Mojokerto ini dapat
dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap
aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tahapan-

tahapan yang telah ditetapkan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan disusunnya Rancangan Renja Tahun 2025 yang selanjutnya ditetapkan Renja
Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

BT "' JAARTADI, AP. MM.
“==iRerfibina Utama Muda
NIP.197406101993111001
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